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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku
yang berjudul Pengantar llmu Politik ini telah dapat di terbitkan untuk
dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Pengantar Illmu Politik,
mengantarkan para pelajar pada pemahaman dasar ilmu politik, sehingga
para pelajar memahami pengertian dasar, konsep dasar, ruang lingkup
bahasan, mendefinisikan peristiwa politik, dan memahami manfaat
pembelajaran ilmu politik.

Dimulai dari pemahaman umum, apa itu Politik, para pelajar diajak
untuk berpikir tentang hakikat ilmu politik, manusia, yang dalam
keseharian kehidupannya, tak lepas dari peristiwa politik, mereka terlibat
langsung dalam kegiatan politik. Karena itulah, tidak ada alasan untuk
tidak belajar ilmu politik. Dalam pemahaman berikutnya, para pelajar
diajak berpikir dan mendiskusikan, apa itu llmu Politik, apa saja yang
dipelajari, mengapa ilmu politik Ada, bagaimana llmu Politik Dibangun.
Pembahasan berlanjut, dari hal-hal yang biasa diamati mahasiswa sehari-
hari, yang dapat dikategorikan dan didefinisikan sebagai kegiatan dan
peristiwa politik, yakni yang kira-kira dapat dianggap sebagai Objek Kajian
ilmu politik (landasan Ontologis ilmu politik), ke hal-hal yang bersifat
substansial dari mana dan bagaimana ilmu politik Dibangun (landasan
Epistemologis ilmu politik). Disinilah para pelajar dikenalkan dengan dasar-
dasar Filsafat Politik, Pemikiran Politik, Ideologi.

Politik, dan mendiskusikannya serta menariknya ke ranah kontekstual
kekinian, yakni tentang bagaimana kira-kira filsafat, pemikiran dan
ideologi dan teori politik tersebut dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa
politik.

Dalam kaitan ini para pelajar juga diperkenalkan pada Pendekatan
yang digunakan untuk mempelajari ilmu politik, Konsep Dasar ilmu politik
dan Asumsi Dasar ilmu politik. Dilanjutkan dengan membahas sub-sub
materi bahasan ilmu politik, seperti: negara, pemerintahan, birokrasi,



kebijakan publik, civil society, sistem kepartaian, pemilu, kepemimpinan
politik, konflik, perilaku, partisipasi politik, sistem politik, pembangunan
politik, politik global, hubungan internasional, para pelajar diajak dalam
pemikiran tentang manfaat pembelajaran ilmu politik, hingga secara
aplikatif-kontekstual. Inilah landasan Aksiologis ilmu politik. IImu politik
bukanlah ilmu yang berhenti di angkasa, melainkan merupakan limu yang
dilandaskan atas Metode ilmiah, dan dapat digunakan. Menilik keluasan
spektrum kajian ilmu politik, para pelajar dipersilakan untuk mencoba
memikirkan dan mencontohkan jangkauan peristiwa, kajian ilmu politik,
yang kemudian disinkronkan dengan metode brainstorming dan diskusi,
untuk dideskripsikan secara sistematis, ke dalam beberapa pembahasan
kelas.

Oleh karena itu buku yang berjudul Pengantar Iimu Politik ini hadir
sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pengantar
IlImu Politik. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini
terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena
sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami
dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan
saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan
sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia, khususnya terkait Pengantar limu Politik.

November, 2022

Tim Penulis
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BAB 1

PENGERTIAN DAN
RUANG LINGKUP

A. PENDAHULUAN
1. Pengertian dan Ruang Lingkup limu Politik

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni
polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state). Dalam
negara-kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai
kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Politik
yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses
interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan
bersama. Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan
politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya
pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik
sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan
keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana
kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu
Andrew Heywood. Menurut Andrey Heywood (1992), politik adalah
kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan,
dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur
kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan
kerja sama.
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BAB 2

HUBUNGAN ILMU POLITIK
DENGAN ILMU SOSIAL LAINNYA

A. PENDAHULUAN

Pada abad ke-19, ilmu pengetahuan tergabung menjadi satu, sampai
akhirnya terbagi-bagi menjadi beberapa disiplin yang terpisah. Tetapi para
ahli ekonomi, psikologi, antropologi, sosiologi, seperti halnya juga para
ahli ilmu politik, kemudian merasa tertarik untuk mempelajari masalah-
masalah yang sama tentang manusia, meskipun dari segi yang berbeda-
beda.

Dengan timbulnya sejumlah besar Negara-negara baru di dunia,
seperti di Asia, Afrika dan Amerika Latin, para ilmuwan politik di Amerika
Serikat memandang perlu untuk semakin menjalin kerja sama dengan
ilmu-ilmu sosial lainnya, dalam mencari suatu pemahaman yang tepat
terhadap segenap sifat keterpaduannya. Sebagai akibatnya, para ahli
ekonomi, sosiologi, psikologi, antropologi dan politik harus saling bahu
membahu dalam usaha tersebut. Untuk pertama kalinya suatu gerakan
nyata yang lebih mengarah kepada adanya satu ilmu sosial dari beberapa
ilmu sosial mulai menemukan bentuknya (Miriam Budiardjo, 2008).

Pada hakikatnya semua ilmu sosial termasuk di antaranya ilmu politik
mempelajari perilaku manusia serta cara-cara mereka hidup dan bekerja
sama. llmu sosial dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas
fenomena atau gejala sosial menyangkut hubungan manusia dengan
lingkungannya. Di sisi lain, ilmu politik diposisikan sebagai sub ordinat dari
ilmu sosial dan diposisikan sejajar dengan ilmu sosial. Pemaknaan bahwa
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BAB 3

SEJARAH PERKEMBANGAN
ILMU POLITIK

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Berbicara masalah perkembangan ilmu politik tentu kita tidak akan
terlepas dari pembicaraan tentang perjalanan waktu. Waktu memiliki
peran penting atas perkembangan ilmu politik dan waktu juga membuat
kita sadar akan pentingnya ilmu politik sebagai alat penopang tatanan
masyarakat agar menjadi bangsa yang lebih maju. Pentingnya hal tersebut
membuat masyarakat sudah menerapkan pengajaran tersebut pada setiap
jenjang Pendidikan.

Waktu yang terus berjalan membuat perubahan yang sangat jelas bagi
perkembangan ilmu politik dan untuk memahami hal tersebut tentu
masyarakat dituntut untuk memahami terlebih dahulu tentang sejarah
perkembangan ilmu politik.

IImu Politik merupakan sebuah kerangka atau cabang-cabang dari ilmu
ilmu sosial lainnya yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup
yang jelas. llmu politik bisa dikatakan masih memiliki usia yang masih
muda dikarenakan ilmu politik baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada
tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan
cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi,
dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling berhubungan
satu sama lain.



politik perkembangan ilmu politik terbagi pada tiga periode yaitu, periode
tradisional, behavioralisme (pendekatan perilaku) dan post behavioralisme
(pendekatan pasca perilaku).

TUGAS DAN EVALUASI

Bagaimana Asal Usul Kata Politik?

Apa yang dimaksud dengan ilmu politik?

Kenapa ilmu politik dikatakan sebagai ilmu sosial yang masih muda?
Bagaimana perkembangan ilmu politik di Indonesia?

Bagaimana perkembangan ilmu politik sebagai disiplin ilmu?

vk wN e
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BAB 4

DEMOKRASI

A. PENDAHULUAN

Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang
memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk mengambil
keputusan. Dimana keputusan mempengaruhi kehidupan setiap orang.
Implikasi lainnya adalah bahwa masyarakat berfungsi sebagai otoritas
tertinggi. Sistem pemerintahan ini memungkinkan semua warga negara
untuk berpartisipasi secara aktif. Keterlibatan ini dapat diwujudkan atau
langsung dalam perumusan dan pengesahan peraturan perundang-
undangan. Setiap pakar memiliki interpretasinya masing-masing tentang
demokrasi. Meski semuanya terangkum dalam satu tujuan yang sama.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi,
yaitu suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana semua rakyat dapat
berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan atau diartikan
sebagai pemerintahan rakyat. Negara Indonesia telah menempuh proses
dari perkembangan demokrasi, pada tahun (1945-1959) pada masa
Republik Indonesia | yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik
Indonesia Il (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik
Indonesia Ill, Masa Demokrasi Pancasila (1965-1998), sejauh ini telah
mengalami revolusi dan perubahan aparatur pemerintahan menuju
reformasi, yaitu masa Republik Indonesia V (1998 hingga sekarang),
Berbagai dinamika perubahan pemilihan umum, kerukunan dapat tercipta
dan demokrasi Indonesia sejalan dengan Pancasila dari sila keempat atau
sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau
sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu.
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BAB 5

HAK ASASI MANUSIA

A. PENDAHULUAN

Hak sebagai unsur normatif yang melekat di diri setiap orang atau
manusia dimana dalam penerapannya berada di ruang lingkup persamaan
dan kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dan
instansi (Aminullah, 2018). Persoalan tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
yaitu sesuatu yang sering dibicarakan serta dibahas terutama pada era
reformasi. Malah tentang hak asasi manusia serta soal perlindungan
terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari hal penting dari
kemajuan demokrasi (Budiardjo, 2016).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa sebagai
penyelenggara negara di Republik Indonesia (RI) harus berlandasan
terhadap hukum yang berlaku termasuk persoalan tentang Hak Asasi
Manusia (HAM). Wacana yang sering hangat tentang penerapan HAM
berada di skala nasional, yaitu univeralisme, relativisme budaya.
Univeralisme menyatakan akan semakin banyak budaya “primitif” yang
pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan
hak yang sama dengan budaya Barat (Triputra, 2017).

Dari sudut pandang manusia sebagai entitas sosial, masalah hak asasi
manusia sangat rumit. Banyak orang bertabrakan dan satu kelompok
saling tumpang tindih. Tentu saja, hak dan kebebasan adalah milik semua
orang. Dalam kehidupan kelompok, hak untuk mengatur hidup bersama
ini diambil alih atau didelegasikan kepada kelompok. Dalam
pengembangan kelompok masyarakat Menjadi lebih kuat, manusia hanya
tunduk pada tatanan umum kehidupan. Kehidupan dan kebebasan



DAFTAR PUSTAKA

American Association for the International Commission of Jurists. (1985).
on the Limitation and Derogation Provisions in the International
Covenant on Civil and Political Rights. www.icj.org

Aminullah. (2018). Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM). JUPE, 3(3), 5-19.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065%0Ahttp://www.pu
bmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507%0Ahttp:/
/dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005%0Ahttps://doi.org/10.
1007/s00401-018-1825-
2%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931

Budiardjo, M. (2016). Dasar-Dasar llmu Politik (Revisi). Gramedia Pustaka
Utama.

Hesti Armiwulan. (2015). Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan
Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Masalah-Masalah Hukum, 44(4),
493-502. https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502

Hestu Cipto Handoyo. (2003). Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan
Hak Asasi Manusia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

MD, M. M. (2000). Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal
Hukum 1US QUIA IUSTUM, 7(14), 1-30.
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/5005

Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan
Masyarakat Madani. Jupiis: Jurnal Pendidikan lImu-limu Sosial, 8(2),
201-212. https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167

Safitrilstinintyas, A. (2019). Sejarah HAM dan Sejarah Pemikiran HAM :
Kategori Kekerasan Seksual Di Kampus. Indonesian Journal of
Gender Studie, 2(2), 57-76.

Smith, R. K. M., Christian, N. H., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F.,
Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F.,
Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., &
Riyadi, E. (2012). Hukum Hak Asasi Manusia (HAM).

Sukendar. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri
Indonesia. Administrasi Negara, Volume 3(2, Januari-April), 70-76.



Suwardi. (2005). Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia (Cetakan 1).
PT Reflika Aditama.

Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam
Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. Jurnal
Hukum 1us QUIA IUSTUM, 24(2), 279-300.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6

Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan
Yuridis. Humanika, 2(18).



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 6: KONSEP POLITIK,
TEORI POLITIK DAN KEKUASAAN

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E

Fakultas Hukum Universitas Flores



BAB 6

KONSEP POLITIK, TEORI
POLITIK DAN KEKUASAAN

A. PENDAHULUAN

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan
dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia
adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Oleh
sebab itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri
manusia dalam rangka proses perkembangannya.

Menurut Anton H. Djawamaku, Sebab manusia adalah inti utama dari
politik, oleh sebab itu apapun alasannya pengamatan atau telaah politik
tidak hanya meninggalkan faktor manusia. Bahwa pribadi seseorang
manusia adalah unit dasar empiris analisa politik (1985: 166). Oleh sebab
itu kata Politik yang berasal dari kata politic (Inggris) menunjukkan sifat
pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut diartikan: acting
or judging wisely, well judged, prudent (A.S. Hornby, 1974: 645).

Istilah politik berkembang sedemikian rupa sehingga diserap ke dalam
bahasa Indonesia dengan memiliki 3 arti (WJS Poerwadarminta, 1983: 763),
yaitu segala urusan dan tindakan/kebijaksanaan, siasat dan sebagainya
mengenai pemerintahan sesuatu negara terhadap negara lain, tipu
muslihat atau kelicikan, serta juga dipergunakan sebagai nama bagi
sebuah disiplin pengetahuan yaitu ilmu politik.

Dalam kehidupan bermasyarakat istilah politik pertama kalinya dikenal
pada masa Plato, dalam bukunya yang berjudul Politeia yang pula dikenal
dengan istilah Republik (deliar Noer, 1982: 11-12), dan selanjutnya



Politik dan kekuasaan (power) menjadi dua sisi mata uang yang saling
berdekatan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya juga
menyentuh aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, sosial. Dan budaya.
Sementara kekuasaan merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh
individu atau kelompok. Max Weber memaknai kekuasaan sebagai sarana
bagi seseorang untuk mencapai keinginannya.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Konsep-konsep pokok manakah yang menjadi dasar perumusan
definisi ilmu politik ?

2. Jelaskan perbedaan antara ideologi politik dari filsafat politik dan teori
politik empiris !

3. Apa yang dimaksud dengan Teori Politik? Dan sebutkan teori-teori
Politik yang saudara ketahui !

4. Mengapa teori politik penting dalam ilmu politik ?, jelaskan jawaban
saudara!

5. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan kekuasaan dan
berikan contohnya !
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BAB 7

BUDAYA POLITIK,
SOSIALISASI POLITIK,
DAN KOMUNIKASI POLITIK

Budaya politik adalah sistem nilai dan juga keyakinan yang dimiliki
oleh masyarakat, dan budaya politik juga merupakan produk dari sebuah
proses pendidikan atau proses sosialisasi politik dalam sebuah atau suatu
masyarakat. Di dalam budaya politik dan sosialisasi politik berkaitan juga
dengan komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi
dari sistem politik untuk membandingkan berbagai sistem politik dengan
latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas
lebih mendalam perihal ketiganya.

A. BUDAYA POLITIK

Budaya politik dimaknai sebagai pola pikir, sikap, perilaku, dan
peralatan yang berkenaan dengan kebijakan dan juga pemerintahan.
Dalam sikap politik yang dilandasi kearifan dapat tumbuh kebajikan atau
kebaikan dalam politik itu sendiri. Menurut Miriam Budiardjo, aspek
penting dalam suatu sistem politik yaitu budaya politik yang
mencerminkan faktor yang subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan
dari pandangan politik, seperti norma, pola orientasi terhadap politik dan
pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik menurut Amond dan
Verba bahwasannya budaya politik merupakan sikap orientasi yang
dimiliki oleh warga masyarakat secara khas terhadap sistem politik dan
juga peranan warga masyarakat dalam sistem tersebut (Sahya Anggara,
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BAB 8

SISTEM POLITIK

A. PENDAHULUAN

Sistem politik pada suatu negara kadang bersifat relatif, yang dimana
hal ini dipengaruhi beberapa elemen-elemen yang pada akhirnya
membentuk sistem tersebut. Terdapat faktor sejarah dalam perpolitikan di
suatu negara. Namun pengaruh sistem politik negara lain dapat memberi
andil dan kontribusi pada pembentukan sistem yang berada disuatu
negara. Seperti halnya sistem politik di Indonesia seiring dengan
berjalannya waktu selalu mengalami perubahan.

Sistem politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa
Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai masa
reformasi sekarang. Para founding father bangsa yang dimana telah
merumuskan dengan seksama sistem politik yang dimana menjadi acuan
didalam pengelolaan negara. Dengan melihat kondisi dan situasi bangsa
saat ini sistem politik mengalami perkembangan secara signifikan yang
dimana bermunculan lembaga dan sistem yang baru dalam merespon
permasalahan bangsa yang semakin kompleks.

Adapun salah satu syarat penting untuk memahami bagaimana sistem
politik Indonesia yaitu dengan pengembangan wawasan yang melibatkan
institusi-institusi nasional dan internasional. Yang dimana memiliki arti
bahwa lingkungan internal dan eksternal sebagai batasan dari suatu
sistem politik Indonesia harus dipahami terlebih dahulu.

Suatu sistem politik yang kuat dapat menghadapi berbagai tekanan
politik, baik yang muncul dari sistem politik itu sendiri maupun tekanan
yang datang dari luar sistem politik tersebut. Tekanan terhadap sistem
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BAB 9

PARTSIPASI POLITIK
DAN PARTAI POLITIK

A. KONSEP PARTISIPASI POLITIK

Makna kata partisipasi yang bermakna keikutsertaan, penyetaraan
pelibatan, kontribusi, peran serta dan kerja sama (Bisri, 2012). Pengertian
partisipasi politik yang secara umum keterlibatan warga negara secara
aktif dalam aktivitas tertentu (Sitepu, 2012). partisipasi merupakan bagian
yang penting dalam pelaksanaan demokrasi, karena keputusan politik
diperlukan partisipasi aktif masyarakat, kelompok kepentingan maupun
partai politik (Berger, 1996). Partisipasi politik pemilih pemula (Wance,
Suhu, 2019). Konsep partisipasi politik adalah ruang pelibatan yang
digunakan untuk melaksanakan ruang aktivitas politik. Tradisi pendekatan
behavioral (perilaku) serta post-behavioral (pasca tingkah laku) banyak
dilakukan kajian-kajian terutama pada negara tahap berkembang atau
tumbuh (Subakti, 1992).

Menurut Kaelola (2009) partisipasi politik adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi yang terlibat aktif
dalam kegiatan politik. Misalnya ikut proses pemilihan, aktif di partai
politik, dapat mempengaruhi keputusan politik. Sedangkan menurut
Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Science
yaitu kegiatan-kegiatan sukarela yang dilakukan oleh warga masyarakat
dalam mengikuti secara aktif proses pemilihan pemimpin baik secara
langsung maupun tidak langsung maupun dalam proses pembuatan
kebijakan publik. Menurut Sastroadmojo (1995) partisipasi politik adalah
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BAB 10

KONSTITUSI DAN
PEMBAGIAN KEKUASAAN

A. PENDAHULUAN

Topik yang akan dibahas dalam modul ini adalah teori dan konsep
tentang konstitusi dan pemisahan kekuasaan. Anda diharapkan dapat
mempelajari bab ini dan memiliki tujuan pembelajaran khusus yang ingin
dicapai setelah Anda mempelajari bab ini, di antaranya:
1. Menjelaskan Pengertian dan Hakikat Konstitusi.
2. Menijelaskan Sifat Konstitusi.
3. Menijelaskan Fungsi dan Bentuk Konstitusi.
4. Menjelaskan konsep pemisahan kekuasaan.

B. SEJARAH PERTUMBUHAN KONSTITUSI

Secara etimologis antara kata “konstitusi”, “konstitusional”, dan
konstitusionalisme” vyang artinya sama, tetapi penggunaan atau
penerapan katanya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan
aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-undang Dasar, dan sebagainya),
atau Undang-undang dasar suatu negara. Sedangkan konstitusionalisme
adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-
hak rakyat melalui konstitusi.

Dalam berbagai disiplin ilmu, baik hukum tata negara maupun ilmu
politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme)
terdiri dari:
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BAB 11

EKSEKUTIF DAN BADAN-BADAN
PEMERINTAH LAINNYA

A. PENDAHULUAN

Sebuah negara akan mampu menjalankan fungsinya untuk melayani
masyarakat dan sebagai wadah pertarungan kepentingan, apabila diikuti
dengan fungsi-fungsi optimal dari lembaga-lembaga yang ada didalamnya.
Negara juga akan maupun menjalankan fungsinya apabila terdapat
kekuasaan yang sah serta berdaulat untuk mengatur rakyatnya dengan
baik. Pemerintah yang berdaulat merupakan representasi dari seluruh
rakyat dalam menjalankan tugas dan kehendak rakyatnya.

Dalam sistem pemerintahan, terdapat lembaga-lembaga penting
sebagai bagian dan unsur pemerintah. Lembaga tersebut bagian dari trias
politika, yang terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga
tersebut menjadi wajah dari sistem dan pengelolaan yang dijalankan oleh
negara. salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dan sebagai
inti dari pemerintahan dan tidak dapat direduksi adalah lembaga eksekutif.
Kerja sistem politik tidak akan berjalan tanpa adanya eksekutif yang
mempunyai peran penting didalam merumuskan kebijakan pemerintahan
dan menjamin bahwa kebijakan tersebut akan diimplementasikan dengan
baik. Selain mempunyai peran penting untuk merumuskan dan
melaksanakan kebijakan, lembaga eksekutif merupakan wajah politik yang
paling mudah untuk dilihat dan dikenali oleh masyarakat. Di negara yang
menganut sistem demokrasi, eksekutif menjadi tolok ukur kinerja
demokrasi. Dengan demikian, eksekutif menjadi sumber dari
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BAB 12

LEGISLATIF DAN
PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Berbagai sistem dan metode diterapkan dalam proses pemilihan
umum (pemilu) di berbagai negara di seluruh dunia. Pemilu melalui
pemungutan suara dilakukan sebagai bentuk dari keikutsertaan rakyat
untuk menentukan pemerintahan dan sebagai bagian dari proses
demokrasi. Sistem atau metode yang diterapkan di dalam pemilu
berkaitan erat dengan sistem politik dan pemerintahan yang dianut oleh
setiap negara. Selain, perbedaan yang timbul dalam sistem atau metode
pemilu juga dipengaruhi oleh persebaran dan jumlah penduduk serta
bentang alam. Selain itu, di beberapa negara pemilihan umum tidak hanya
digunakan untuk memilih anggota legislatif, tetapi juga menentukan
kepala negara dan kepala pemerintahan.

Menurut penjelasan yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum (KPU),
secara garis besar ada 3 sistem pemilu yang diterapkan di dunia, yaitu
Sistem Pluralitas atau Mayoritas, Sistem Proporsional, dan Sistem
Campuran.

1. Sistem Pluralitas/Mayoritas (Plurality/Majority System)

Cara ini disebut juga sistem distrik. Dalam sistem pluralitas, wilayah
negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasar
atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali
pada varian Block Vote dan Party Block Vote. Kandidat yang memiliki suara
terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya. Varian dari
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BAB 13

BADAN YUDIKATIF

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum membagi kekuasaan yang menopang
pemerintahan yang adil dan beradab bagi seluruh tumpah darah Indonesia
pada tiga kekuasaan yakni: 1) Kekuasaan Eksekutif yang direpresentasikan
oleh Presiden dan segala alat kelengkapan pemerintahan di bawahnya, 2)
Kekuasaan Legislatif yang merepresentasikan azas demokrasi atau
pemerintahan rakyat melalui para wakil rakyat pada Lembaga tertinggi
Negara yakni MPR dan DPR, 3) Kekuasaan Yudikatif sebagai pengontrol
pelaksana pemerintahan (Eksekutif) dalam hubungannya dengan rakyat
(Legislatif) secara independent sesuai Pancasila dan UUD 1945. Sebagai
pengontrol penerapan kedua kekuasaan lainnya, kekuasaan Yudikatif
harus berdiri tegak, konsisten dan berintegritas serta independent, namun
sejarah panjang bangsa dan Negara ini telah mencatat berbagai
penyelewengan yang dilakukan ketiga kekuasaan ini yang sering disebut
sebagai trias politica terutama yang menciderai azas independent judiciary.

Bab ini mengulas tentang apa itu Badan Yudikatif, kekuasaan dan
kewenangan yang dimiliki oleh badan Yudikatif, perkembangan Badan
Yudikatif dari masa ke masa, Lembaga-lembaga dalam Badan Yudikatif,
serta tugas dan wewenang setiap lembaga pada badan Yudikatif

B. PEMBAHASAN MATERI

Secara umum, pemerintah Indonesia merujuk pada tiga cabang
kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga
Eksekutif dan Legislatif bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan
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